
 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 245/PMK.07/2010 

TENTANG 
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20  ayat (4)  

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata                  
Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah                  
serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar                          
Negeri, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan   
Nomor 174/PMK.07/2009 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;  

b. bahwa sehubungan dengan adanya realisasi laporan keuangan 
daerah Tahun Anggaran 2009, perlu mengatur kembali ketentuan 
mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang sebelumnya diatur 
oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2009 
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577);  

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta 
Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);  

  3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang 
Hibah Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA 
KAPASITAS FISKAL DAERAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

3. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan 
masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan 
umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak 
termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman 
lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk 
membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas 
pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan 
dengan jumlah penduduk miskin. 

4. Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang selanjutnya disebut Peta 
Kapasitas Fiskal, adalah pengelompokan Daerah berdasarkan 
indeks kapasitas fiskal menjadi empat kelompok yaitu Daerah 
berkapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. 

5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

7. Pinjaman Luar Negeri adalah salah satu unsur pembiayaan 
negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang 
dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau dalam 
bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri 
yang  harus dibayar kembali. 
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